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Penyakit DBH
Kambuh Lagi

PALU MERCUSUAR - Dana
bagi hasil (DBH) pajak daerah
lagi-lagi lambat disalurkan
ke Pemerintah kabupaten/
kota. Kejadian seperti ini telah
terulang dari tahun ke tahun.
Malah hak Pemerintah Kota
(Pemkot) Palu memasuki
bulan Maret tahun 2013, belum
disalurkan.

Kepala Bidang Penatausahaan

Keuangan dan Akuntasi pada Dinas

Pendapatan,-Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palu,

Bakran, Selasa (19/3), mengatakan
DBH yang merupakan hak Pemkot Palu
belum diterima baik berasal dari APBD
maupun APBN hingga memasuki akhir
triwulan I tahun anggaran (TA) 2013.
Bakran mengatakan, DBH itu sehar-
usnya setiap bulan ditransfer ke setiap
kabupaten/kota. Hanya saja, Bakran be-
lum bisa memastikan kapan kejelasan
DBH tersebut ditransfer Pemerintah
Provinsi maupun Pemerintah Pusat
ke DPPKAD. Khusus untuk DBH dari
Pemerintah Pusat, Pemkot belum
memegang petunjuk dari Menteri
Keuangan RI untuk alokasi TA 2013.

Baca DITOLAK di hal.11
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“Sehingga kita (Pemkot) belum bisa
mempertanyakan kembali anggarannya,”
ujar Bakran.

Bakran menambahkan, hak Pemkot
yang sudah diterima hingga bulan Maret
2013 adalah Dana Alokasi Umum (DAU).
Transfer dana tersebut secara berturut-
turut untuk bulan Januari, Februari dan
Maret masing-masing sebesar Rp47,936
miliar (M). Sehingga total dananya yang
sudah ditransfer ke DPPKAD sebesar
Rp143,808 M.

Hak Pemkot lainnya yang telah diterima
adalah Dana Insentif Daerah (DID). Dana
ini ditransfer setiap bulan ke Pemkot ma
sing-masing sebesar Rp28 460 M setiap bu
lannya. Sehingga total yang telah ditransfer
ke Pemkot sebesar Rp172,269 M.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Sulteng sementara memproses
penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) kepada
kabupaten/kota di Sulteng.

“Biasanya itu, digodok melalui
dinas pendapatan, coba dicek disana
perkembangannya sudah sampai dimana,”
kata Kabag Anggaran Setdaprov Sulteng
Rahman Lugu, pada suatu kesempatan.

Terkait dengan penyakit DBH'yang
sering kambuh setiap tahunnya, Anggota
DPRD Provinsi Sulteng Zainal Daud
menegaskan, Gubernur Longki Djanggola
harus menyeriusi terlambatnya DBH ke
Pemkab/kota dengan melakukan evaluasi
terhadap aparat yang terkait dengan
pengelolaan DBH.

“Sampai kapan kasus seperti ini akan
terus terjadi. Kalau hanya bergeser ke
awal tahun berikutnya itu masih wajar. Tapi
kalau sudah dua tahun, saya kira perlu
ditelusuri. Bapak Gubernur saya sarankan
membenahi birokrasi dan memberikan
sanksi tegas, jika ini sebuah kesengajaan.
Semoga saja ini soal administrasi dan
bukan karena kesengajaan oknum-oknum
tertentu,” tegasnya.

Dikatakan Zainal, ia akan- mengusulkan
pada pimpinan Komisi Il untuk memanggil
instansi yang terkait dengan DBH un
tuk penelusuran sekaligus mencari so
lu si terbaik, agar DBH tidak lambat disa
lurkan. Ketegasan Gubernur Longki
Djanggola juga ditekankan anggota Deprov
lainnya, Asgar Djuhaepa. Anggota Deprov
dari Donggala itu meminta Pemprov
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menjelaskan seterang-terangnya soal
keterlambatan transfer DBH. :

“Harus diperiksa dan diberikan sanksi
bagi oknum yang terbukti menahan DBH.
Kita juga perlu tahu, DBH ditaruh di
rekening siapa dan berapa jasa gironya
atau bunganya selama DBH tertahan.
Selanjutnya jasa giro tersebut masuk ke kas
daerah atau perorangan. Ini perlu ditelusuri,
jangan sampai ada penyalahgunaan
kewenangan,” kata Asgar.

Ketegasan Gubernur juga disuarakan
anggota Deprov lainnya-dari“Parmott, .
Taswin Borman,

“Kami di dewan sering mempertanyakan
ini, tanpa ada maksud tertentu. Tapi
karena ini tugas pengawasan dan sering
ditanyakan Pemkab. Untuk pembenahan,
itu kewenangan Gubernur,” katanya.

Mantan Asisten Il Pemprov Sulteng ini
mengatakan, jika DBH menyeberang pada
tahun berikutnya merupakan kewajaran.

“DBH dihitung tuntas itu akhir tahun
setelah tutup buku APBD, jadi wajar
menyeberang ke tahun berikutnya. Tapi
kalau benar ada yang tertahan dua tahun,
tentu perlu dipertanyakan,” ujamya. as




